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Abstrak

Salah satu hasil dari program pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang dilaksanakan di Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo adalah pendampingan untuk aktivasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD). Program ini merupakan bentuk layanan administrasi kependudukan. Salah satu hasil
dari program ini adalah pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ini adalah
salah satu upaya untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan mudah untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik dan membantu kepentingan masyarakat. Program ini juga meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital. Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Sidoarjo adalah tempat yang bagus untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
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Abstract

One of the outcomes of the dedication program to the student community carried out in Sidoarjo
District Public Service Mall is the support for the activation of the Digital Identity of Population
(ICD). The program is a form of administrative service of the population. One result of this program is
the accompaniment of digital identity activation (IKD). It is one of the efforts to provide services that
are faster and easier to realize good governance and help the interests of the public. The program also
increases public awareness about the importance of Digital Identities.
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PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan
(Adminduk), Kementerian dalam negeri terus berusaha untuk memperluas cakupan kepemilikan
Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan aktivasi IKD, baik
secara resmi di Dinas Dukcapil maupun melalui layanan jemput bola dengan mengunjungi masyarakat
secara langsung. Pendekatan sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang membantu memecahkan
pelanggaran masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat didefinisikan sebagai interaksi yang
dinamis antara kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan. Misalnya, mereka membuat
program untuk memperbaiki kehidupan sosial ekomomi, pendidikan, mobilisasi sumber daya
masyarakat lokal, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses ke pemenuhan
kebutuhan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program
pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan itu, prinsip pemberdayaan masyarakat sangat perlu
memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, peran pendamping masyarakat
sering diwujudkan dalam pemecah masalah. Program tersebut biasanya diwujudkan dalam
bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan serta evaluasi kegiatan program.

Sehubungan dalam hal ini, pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban
menyelenggarakan sejumlah pelayanan. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25
Tahun 2009 Republik Indonesia.

Menurut Reddy Kusuma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispensukcapil)
Kabupaten Sidoarjo, jumlah IKD yang diaktifkan sejak awal tahun 2023 telah luar biasa, mencapai
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82.657. Bahkan ruitn melakukan jemput bola untuk mempercepat pengaktifan IKD. Direktorat
Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengembangkan
Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang
digunakan oleh penduduk Indonesia di ponsel, baik berupa foto maupun kode QR. Ini diharapkan
dapat mempersingkat proses administrasi, menjadikannya lebih cepat, efisien, dan efektif.

Maka dari itu, di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo menerima semua kalangan
mahasiswa dan siswa/siswi untuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan memberdayakan mahasiswa
pengabdian kepada masyarakat untuk langsung terjun di lapangan sebagai Pendamping
Administrasi  Kependudukan untuk membantu  Kabupaten Sidoarjo dalam  menangani
permasalahan  mengenai  pelayanan administrasi kependudukan dalam layanan Identitas
Kependudukan Digital (IKD). Pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini meliputi
menjalankan pendampingan adminduk hingga pengurusan kartu keluarga barcode dan IKD.

METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan pelayanan ldentitas Kependudukan Digital (IKD)
pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo adalah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat kota
sidoarjo yang diarahkan di Mal Pelayanan Publik. Lokasi pendampingan pelayanan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di JI. Veteran - Lingkar TImur No. 888 Desa Bluru Kidul, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Peran kegiatan pengabdian pendampingan ini pembimbing sebagai fasilitator dalam aktivasi
Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memastikan mengenai apakah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun
metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi sebagai berikut:

1) Tahap persiapan dan pembekalan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa
mempersiapakan surat pakta integritas dengan pihak terkait serta mempersiapkan device
untuk menginstal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2) Tahap sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnnya pengabdian agar masyarakat dapat
ikut berpartisipasi terkait penggunaan Identittas Kependudukan Digital (IKD).

3) Tahap Proses data, manajemen, dan penginputan individu yang belum memiliki kartu
keluarga berbarcode dan IKD yang akan didampingi untuk aktivasi Identitas Kependudukan
Digital

4) Tahap pelaksanaan pelayanan dan pelaporan kepada warga yang sama sekali belum
melakukan aktivasi IKD.

5) Pada tahap akhir program pengabdian pendampingan ini, instruksi langsung diberikan untuk
menghapus akun di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menghindari
penggunaan akun tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indentitas Kependudukan Digtal (IKD) adalah KTP-el digital yang berisi informasi elektroik
yang digunakan untuk merepresentasikan data balikan dan dokumen kependudukan dalam aplikasi
digital dengan menggunakan smartphone menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2022 Dalam
pelaksanaan pendampingan Indetitas Kependudukan Digital (IKD) tetap melibatkan pegawai
Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana. Terdapat beberapa syarat utama untuk
memperoleh identitas kependudukan digital, seperti:

a) Memiliki smartphone berbasis android

b) Sudah memiliki KTP Elektronik fisik atau telah melakukan rekam data meskipun
belum memiliki KTP Elektronik

¢) Memiliki alamat email

Dengan adanya Indentitas Kependudukan Digital, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat
meningkatkan manajemen kependudukan melalui teknologi. Tujuan IKD adalah dan mempercepat
dan mempermudah transaksi digital antara publik dan privat.

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat bahwa selama pendampingan layanan aktivasi IKD
terdapat beberapa permasalahan yang masih kurang maksimal dari pemerintah mengenai pentinganya
pengunaan Indetitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga masih banyaknya masyarakat tidak paham
dengan beberapa inovasi pemerintah serta belum mampu memanfaatkan inovasi pelayanan yang ada.
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Hal ini kita mendampingi masyarakat untuk melakukan aktivasi Indetitas Kependudukan Digital (IKD)
agar mengetahui tata cara aktivasi dan penggunaan Aplikasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD)
bagi warga Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan bahwa pendampingan aktivasi IKD akan membantu
warga dalam melakukan administrasi kependudukan dan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi
kependudukan.

Pada saat pendampingan layanan aktivasi IKD dilakukan tanggal 26 Februari — 26 Maret 2024
pukul 08.00 — 15.00 WIB untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengurus
melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Proses aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Pemohon datang di Mal Pelayanan Publik Kaupaten Sidoarjo dengan membawa
smartphone dan sudah mendownload aplikasi IKD

2. Pemohon dapat menyetujui dan mendaftar akun

3. Pemohon dapat mengisi NIK, nomor telepon, serta email yang ada di smartphone
tersebut

4. Setelah ngisi beberapa persyaratan data, pemohon dimohon untuk melakukan aktivasi atau
verifikasi wajah

5. Setalah proses diatas sudah selesai, scan barcode dilakukan oleh pegawai kecamatan yang
akan di scan di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

6. Setelah berhasil memindai barcode, pemohon di arahkan untuk membuka email yang telah
dicantumkan di data diri, dan terdapat sebuah pin untuk aktivasi

7. Setelah aktivasi berhasil, pemohon membuka aplikasi IKD untuk aktivasi pin yang ada di
email

8. Setelah proses pendaftaran IKD berhasil. Pemohon dapat melihat KTP maupun KK di aplikasi
IKD. Serta pada saat ingin membuka harus memasukan pin.

Dan selama pendampingan aktivasi IKD adabeberapafaktor penghambat seperti : untuk usia
yang sudah rentan akan susah melakukan aktivasi IKD jika tidak dibantu oleh petugas setempat serta
tidak mau ribet, karena orang tua yang sudah rentan belum sepenuhnya mengerti mengenai teknologi
era digital dan hanya tahu pengguna WhatsApp saja. Selain itu terkadang terkendala jaringan, untuk
para pemohon aktivasi IKD terkendala email (salah menulis email, penyimpanan email penuh)
sehingga tidak masuk notifikasi pemberitahuan di Gmail.

Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, ada lebih dari seratus orang yang meminta cetak
ulang KTP mereka karena hilang atau rusak, dan mereka harus memenuhi persyaratan untuk
melakukan aktivasi IKD. Meskipun banyak orang yang mengajukan permohonan atau tahu tentang
keberadaan IKD, tetapi perlu dievaluasi apakah mereka yang telah memilikinya benar-benar
memahami manfaat dari penggunaan IKD atau hanya mengikuti kegiatan di IKD.

Gambar 1. pendampingan aktivasi dan reisterasi ke sistem IKD
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Gambar 3. Tim pemberbedayaan maasiswa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo

SIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa
pendampingan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari reformasi
birokrasi yang menerapkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mendorong inovasi layanan. Dalam
beberapa masyarakat, IKD telah diaktifkan dan digunakan untuk layanan publik lainnya. Ketika
Identitas Kependudukan Digital (IKD) ada, pengguna akan lebih mudah mendapatkan layanan baik
publik maupun privat. Banyak orang belum memahami fungsi dan pentingnya ID Kependudukan
Digital (IKD) karena ada. Mereka juga percaya bahwa ID Kependudukan Digital (IKD) dapat
disalahgunakan dalam kasus pencurian data. Selain itu, sejumlah besar individu belum berhasil
menginstal aplikasi 1D Kependudukan Digital (IKD) di ponsel mereka karena beberapa alasan.
Meskipun banyak komunitas terus mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) membutuhkan
internet, meskipun Indonesia belum terisolir sepenuhnya, dan banyak masyarakat masih menggunakan
sinyal Wi-Fi saja.

SARAN

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik, penulis

memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat antara lain :

1. Bagi masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi terbuka secara langsung mengenai
pentingnya memiliki Indentitas Kependudukan Digital (IKD). Pemahaman mengenai IKD
perlu diperluas agar masyarakat ttidak hanya melihat IKD sebagai formalitas semata,
akan tetapi juga sebagai alat yang dapat mempermudah dan membantu akses ke layanan
lainnya saat membutuhkan dokumen kependudukan .
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2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mengupgrade sistem Digital (IKD)
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